
INSTANSI :
VISI :
MISI : 1. Menciptakan Aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasil guna

2. Mewujudkan Pelaksanaan Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
TUJUAN :
TUGAS :

FUNGSI : 1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

1 5 6 7

1. 1. 1.

2. 1. 1. LHP BPK RI 

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemda 

LHE AKIP SKPD
Seluruh Irban dan Sekretarias

2. Persentase nilai temuan keuangan yang 
ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah 
sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD 
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3. Persentase Jumlah unit kerja yang 
mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC

Opini BPK atas LKPD Kab. Tanjabtim Seluruh Irban dan Sekretarias

nilai temuan BPK yang ditindaklanjuti 
dibagi dengan total temuan BPK

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
BPK RI

Jumlah unit kerja SKPD yang 
mendapatkan nilai CC dibagi total 
SKPD yang dievaluasi

Seluruh Irban dan Sekretarias

SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB 

Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset 
SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel

4

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP dari 
BPKP

Laporan Penilaian 
Akuntabilitas APIP dari BPKP

Level IACM (Internal Auditor Control Model)

Opini dari BPK atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah

2

Meningkatkan Pengawasan Internal dalam 
pelaksanaan Good Governace dan Clean 
Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur

Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Seluruh Irban dan Sekretarias

3

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULA

Meningkatkan Pengawasan Interna

INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transaparan

SASARAN
KINERJA UTAMA

TUJUAN

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa


